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Berbagipakai Data
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. . Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan
@ Pendapatan per kapita setara negara maju y berkurang py

2025 2029 2045 2025 2029 2045
Baseline Target Target Baseline Target Target

GNI Per Capita (USD) 5.500 7.400-7.670 30.300 Tingkat Kemiskinan (%) 6,0-7,0 45-50 0,5-0,8

Kontribusi PDB Maritim (%) 7.6 9.1 15,0 Rasio Gini (indeks) 0,379-0,382  0,372-0375  0,377-0,320
Kontribusi PDB Manufaktur
%) 208 219 28,0 Kontribusi PDRB KTI (%) SRR 233 285

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

@ Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia
internasional meningkat

~—
2025 2029 2045
Baseline Target Target
. 34 Indeks Modal Manusia 0,54
Global Power Index (peringkat) 2023) 29 15 besar (indeks) (2022) 0,61 0,73

Sumber: Pareto economics (2023); diolah cleh Bappenas (2023) Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Daya saing sumber daya manusia meningkat y

@ Intensitas emisi GRK menurun menuju
N

net zero emission
2025 2029 2045
Baseline Target Target
Penurunan Intensitas
Emisi GRK (%) 38,6 62,37 93,5

Sumber: KLHS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Sosialisasi RPJPN 2025 — 2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029



Bappenas

'L;" g %@@ Kementerian PPN/

Tahap 1

2025-2029

Perkuatan Fondasi
Transformasi

(o f

Rancangan Teknokratik Tahap Pertama dari RPJPN 2025-2045

RPJMN Teknokratik 2025-2029 adalah \

N

Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

b b

2030 - 2034 2035 - 2039 2040 - 2045
Akselerasi Ekspansi Perwujudan
Transformasi Global Indonesia Emas

Tahap 1

é& 2025-2029
...... Perkuatan Fondasi
v Transformasi

Kisaran pertumbuhan ekonomi

5,6 — 6,1 persen

Middle Class Income
38% populasi

°
)

O O

Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan

1. Transformasi Sosial:
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

2. Transformasi Ekonomi:
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola:
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif,

digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan
masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar
kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

Sosialisasi RPJPN 2025 — 2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029



Gotong Royong Data Mencapai Indonesia Emas e T

Emas 2045

Negara Nusantara yang Berdaulat, Birokrasi Efisien dan Akuntabel
Maju dan berkelanjutan

—

Transformasi Digital Nasional Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah

Diakses
Tata Kelola Data Pemerintah Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat
Pemerintahan yang Berkualitas dan Sasaran

Baik (SPBE) Terintegrasi (SDI)

Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan
dan saling mendukung



Gambaran Umum Satu Data Indonesia

Prinsip
SDI

Pembentukan
Kelembagaan

Penyelenggaraan
SDI
o

Pemanfaatan
Data

Standar Data

Metadata

Interoperabilitas
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Kode Referensi dan

Data Induk

Dewan Forum Pembina Sekretariat Walidata Produsen
Pengarah SDI Data SDI Walidata Pendukung | | Data
Perpres Perpres, Permen, Perpres, Perpres, Permen,/| Permen, Perkada Perkada Permen,
Permen Perkada Permen, Perban Perkada Perkada
Perencanaan > Pengumpulan > Pemeriksaan > Penyebarluasan
Pengendalian Evaluasi
Perencanaan > Pemantauan > >
Pembangunan Pembangunan
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Dari Digitasi hingga Transformasi Digital - |
Dari Substitusi hingga Redefinisi P s @

e DIGITAL TRANSFORMATION

Leverage emerging technologies to build new
business systems, business models, consumer

Tahapan menuju Transformasi Digital

& employee experience
- memerlukan:
Improve business processes by . perUbahan mindset yang
leveraging digital technologies berbe da
e DIGITIZATION . melakukan terobosan,
Transition from analog . perUbahan pI’OSGS bisnis

to digital




Inisiatif Berdampak: RPerpres Percepatan Transformasi Digital
untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional "
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Fokus Aplikasi SPBE Prioritas Peran Satu Data Indonesia
diluncurkan di TW 3 2024
\ntogratod Public Services Satu Data Indonesia sebagai PLATFORM
PERTUKARAN DATA, sebagai bagian dari

Layanan Digital ID .. .
S Digital Public Infrastructure.

Pendidikan

Layonansqtu

Data Indonesi -

Layanan : (Fﬁq?f(;n?nesm Dibutuhkan:

Kesehatan E 1 Pertukaran Data)

1. Regulasi Tata Kelola Pertukaran Data
Mentah  (Raw Data) dan Data Pribadi

Transalsl sebagai Turunan  dari Undang-Undang

Keuangan Perlindungan Data Pribadi
(Pembayaran
Digital) 2. Tata Kelola pertukaran data antar
Domain Layanan
Layanan =
ek e —— 3. Pengembangan Platform Pertukaran Data
o s 1 Portal Pelc:yanan Publik, . . -
SIM Oan; gm '.2: PDN, SPLP, SSO, yang terintegrasi dengan Layanan Digital
Komputasi Awan Aparatur Negara, Pendidikan, Kesehatan,
Layanan Aparatur Negara Bantuan Sosial, SIM Online serta

(Dukungan digitalisasi pemerintah di IKN)
pemanfaatan Data Regsosek.

Kriteria lainnya:
+ Aplikasi dengan anggaran lebih dari 10 Milyar Rupiah/tahun
« Aplikasi memiliki lebih dari 200.000 pengguna




Poin Kesepakatan Rapat Dewan Pengarah SDI 2023

|[ZES> Kementerian PPN/
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Pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan
SDI yang Berdampak, di mana SDI telah
menghasilkan berbagai pencapaian selama
tiga tahun terakhir untuk membangun
landasan terselenggaranya SDI, baik di
tingkat pusat dan tingkat daerah.

Mulai dari aspek kelembagaan dan
regulasi, pembangunan sistem aplikasi
yang dibutuhkan, serta pendampingan
berupa sosialisasi dan asistensi guna

memudahkan Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam mengimplementasikan
kebijakan SDI.

Suharso Monoarfa
Menteri PPN/Kepala Bappenas

pada Rapat Dewan Pengarah
Satu Data Indonesia Tahun 2023
1Juli 2023

1% :;Q%\ Kementerian PPN/
Bappenas

i

Rapat Dewan Pengarah
Satu Data Indonesia
Tahun 2023

‘y

Keterpaduan pelayanan publik
pasti memerlukan keterpaduan
data.

Sehingga bila ke depan ini sukses,
sesuai arahan Presiden Jokowi,
Indonesia akan memiliki satu
skema pelayanan publik
terintegrasi yang berbasis data.

Abdullah Azwar Anas

Menteri PANRB

pada Rapat Dewan Pengarah
Satu Data Indonesia Tahun 2023
1) 4uli 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

() +)

BADAN INFORMASI _
GEOSPASIAL anet
||1,‘).(\\\ Kementerian PPN/
[[rf" Bappenas oo

Sebagai arah tata kelola data
antara pemerintah, swasta, dan
individu, serta menjamin kualitas
data untuk kepentingan program
prioritas pembangunan nasional,
diperlukan ekosistem data
nasional. Untuk itu, harus ada
regulasi untuk mengatur akses
dan pemanfaatan data
pemerintah, pelaku usaha dan
individu.

Imam Machdi

Deputi Bidang Metodologi
dan Informasi Statistik BPS
pada Rapat Dewan Pengarah

Satu Data Indonesia Tahun 2023

1 Juli 2023

|Z¢=  Kementerian PPN/
rf Bappenas SATU AT
INDONESIA

Penyepakatan 1:
Penyediaan Platform
Pertukaran Data
sebagai bagian dari
Digital Public

[nfrastructure
1. Regulasi Pertukaran Data
Mentah (Raw Data) dan Data
Individu sebagai tuiunan
Undang Undang
Pelindungan Data Piibadi

2. Penetapan Pengampu Data
untuk Masing-masing
Domain Layanan Digital
Nasional dan Data Induk
Regsosek

3. Penganggaran Pengembangan
dan Operasionalisasi Platform
Pertukaran Data untuk
Keteipaduan Layanan Digital
Nasional

4. Pengembangan Platform dan
lata Kelola Pertukaran Data
untuk Keterpaduan Layanan
Digital Nasional
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i) Bamanas Y BERSIAP MENUJU PERANKINGAN BARU

oing_

Business

",
ML

. Business Ready fB—REA“DY)

@ WORLD BANK GROUP

World Bank replaces Ease of
Comparing Business Doing Business with Business

Regulation in

190 Economies A Ready PrOJeCt
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Regulatory
framework

Rules and regulations that firms
must follow as they open,
operate and close a business

Examples:

Business Entry: mandatory
verification of company name;
paid-in minimum capital
requirement
Dispute Resolution: procedural
rules to conduct in-court litigation;
referring cases to alternative
dispute resolution mechanisms

MENUJU KRITERIA B-READY

Public
services

Government-provided facilities
for compliance with regulations
plus business-enabling public
institutions and infrastructure

Examples:

Business Entry: e-payment of
incorporation fees; public access to
companies’ information

Dispute Resolution: e-services in
commercial dispute resolution;
publication of performance reports
on court activities

Efficiency with which regulatory
framework and public services
are combined in practice

Examples:
Business Entry: time for company
name verification; cost for company
registration

Dispute Resolution: time to
enforce court’s decisions; cost of a
court trial

Ease of conducting a
business

Regulatory
burden

De jure
laws and regulations

Source: B-READY team.

=

=

SATU DATA ASEAN
INDONESIA ~ INDONESIA
2023 9 ==

Broader benefits for the
private sector

Regulatory quality and
public services

De facto
practical implementation

W U4 ¥ 4 9 4% A A A A A Y AN A % AYYY
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Taf---%ul MENUJU KRITERIA B-READY

a

Opening Operating & expanding
a business

Business
Entry

Utility
Services

Business
Location

Financial |Jinternationall Taxation
Services Trade

Business
Insolvency

Source: B-READY team.

The selection of topics is guided by the threefold purpose of the B-READY project of advocating for policy
reform, informing specific policy advice, and providing data for development policy research. The selection
of topics meets the following criteria:
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N p— LAND MANAGEMENT PARADIGM:
" PERUJINAN DALAM RANGKA INVESTASI

a

Pembangunan
Berkelanjutan

SPBE

Efficient Land Market Efficient Land Management

Pendaftaran Tanah Penilaian Tanah & Aset Penataan Ruang Perizinan Pembangunan

Titles, Mortgages and Easement Assessment of Land Value Construction Planning & Permits
Secure Legal Rights Collection of Property Tax Regulation and Implementation

Built and Natural Environment Data Sets

W 4 Y 4 9% 4 % A A A A Y DA D" % A Y
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i) Bamanas Y PROBIS: DATA ANALYTICS

Public Law Private Law
[ Geographical Setting | |— Spatial Planning Law Basic Agrarian Principles Law
[ Disaster Management ] 1 Il ]
[ Natural Resources ] i
Regulation Supervision
[ Human Resources ] Determination of G Land
etermination of eneral Lan
PP 5"/2021 . ( AticalResouces ) Establishment Monitoring Land Right =7 Allocation Plan
Perijinan Berbasis _ 11 T T
Roaio ( Eoonome ) — = | oo -y
; Development of Zoning Regulation )""'f"'. ' i
( Social | ] | HH "
Spatial Plan [ ! H 11
( Cultures | L I Permit System - ! "
( — Implementation [ — : ! i
oltical ] I Incentive/ Dissentive |w—-' ! H
- H 11
[ Law & Regulation ] L Control of Space I Sanction ‘4--- H i i
( Environmental )| Y S L 1
| i
( Science & Research | ¥ I Land Tenure I<------' i
Land Use Poli [
[ Security & Defense ] - SAneTseroley Land Use ] Wl
Spatial Utilization H
Programmes » Land Development |@==d=--e—aaa- i
( Geo-strategy )
( Geo-politics ] [ Le-| BudgetAllocation ! !

[ Geo-economical ]
Rights Restrictions Responsibilities ‘ + RISK
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Penyelenggaraan Satu Data
Indonesia Tingkat Daerah



Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019

tentang Satu Data Indonesia

Pasal 21 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat
daerah dan Walidata pendukung diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data
tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 24 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu
Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah.

Amanat Penyusunan Regulasi SDI di Pemerintah Daerah (PN Kammganons

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 18 Tahun

2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data
Indonesia tingkat Pusat

Pasal 33, ayat (3) dan (4)

(3) Ketentuan terkait penyelenggaraan Satu
Data Indonesia tingkat Daerah diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah.

(4) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:

a. penyelenggara Satu Data Indonesia
tingkat Daerah;

b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia
tingkat Daerah;

c. dukungan anggaran; dan

d. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu
Data Indonesia.

‘ SATU DATA
INDONESIA

16



Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Forum SDI melaksanaan tugas melalui kegiatan

|Z¢=  Kementerian PPN/

rf) Bappenas

Komunikasi Koordinasi Kesepakatan
v v v
=] Penentuan Penentuan = Penentuan
:=| Daftar Data Data Prioritas Rencana Aksi El Penentuan Kode
. ™ Referensi dan /atau Data
* Memenuhi * RKP & RPJMN + Pengembangan SDM Induk
kgbgtuhan proses * SDGs + Penyusunan Juknis SDI
blsnls_ . * Mendesak/ arahan « Kegiatan Pengumpulan Data =Y Penentuan Calon
* Sesuai arsitektur Presiden/Kepala - Kegiatan Pemeriksaan Data ™ pembina data lainnya
EPBE ) . Daerah - Kegiatan Penyebarluasan Data
* Kesepakatan Forum - Kegiatan lain yang mendukun -
SDI Pusat tergapainya dZta gesuai prinsig SDI = _FFgrr?:neit:san Akses Data
* Arahan Pembina
Data

‘ SATLI DATA
INDONESIA

Forum Satu Data Indonesia berperan dalam Penyelesaian Permasalahan tata Kelola Data yang terjadi di Indonesia

17



Tata Kelola Satu Data Indonesia S e Oy
Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah

» Daftar Data Prioritas * Arsitektur Data
* Rencana Aksi » Standar Data
o of * Rencana * Metadata baku
"IM'% Y . Penganggaran
Pengguna Data P d.&.D ¢ | Y |
— N N (Masyarakat, rocusen Data . ‘ |
oo Modelling Bisnis, Pegawai) (K/L/D) |
[ )
‘ | /\/\/ z PEMANFAATAN =ta
\ N\ / Pengguna Data Produsen Data
(K/L/D) (K/L/D)
4 e N 7 N . .
imeligent Viz/pashboard ‘3951/_«;\ Prinsip Satu Data
-«Tlg- = INDONESIA
F::‘! E_ R -i Standar Data Relf(eorde?lsi
B € L=
PEMERINTAH | KOMINFO | [_! 1101
BERBAGIPAKAI ! |
% : @ E Metadata Interop
Walidata |!
(K/L/D) &
Walidata
Portal Satu PEMERIKSAAN (K/L/D)
DataIndonesia =~ 7 &
| - |
| »~®m | Walidata
b= 1
Pembin (K/L/D)
Data

(K/L/D) 18



Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia T |

Referensi:

Prepres 39/2019 ttg SDI;

PerMen PPN/Kepala Bappenas No 18/2020 ttg Tata Kerja
Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;

SATU DATA
INDONESIA

o
A S
B

IN _ parrenns

¥

Dewan Pengarah

KOMINFO

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep Forum SDI Pusat

31/M.PPN/HK/04/2021 ttg Pembentukan
tingkat Pusat

Pokja Forum SDI

Kelompok Kerja Forum SDI ]
Sekretariat SDI tingkat Pusat ]— [ tingkat Pusat

—— - -[ Pembina Data tingkat Pusat ]—

1

1

Iy

Iy

Iy

|

| | 514 Kab/Kota
1

1 L

|

1

I

[

83 K/L
-[ Pembina Data tingkat Daerah ]— Walidata
Pusat
_ Sekretariat SDI tingkat
Daerah I
Walidata
Produsen Produsen Produsen
Daerah
Data Data Data
Walidata Walidata
Pendukung Pendukung
I *Forum SDI K/L dibentuk berdasarkan kebutuhan
Produsen Produsen Produsen Produsen K/L dalam teknis penyelenggaraan SDI tingkat
Data Data Data Data K/L
19
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LINGKUP KEWALIDATAAN

Quality

« Retrieval
» Retention

(DAMA, 2014)

Document & Content
Management

= Acquisition & Storage

» Backup & Recovery
= Content Mgmt.

» Enterprise Data Modeling
« Value Chain Analysis
» Related Data Architecture

« Organization & Roles
« Policies & Standards
+ Projects & Services

- lssues

= Valuation

Data

lanagement . Purging

Management
« Architecture - External Codes
« Implementation - g‘lﬁqg‘:rllg‘)g:;
« Training & Support -
g Ppo « Product Data

+ Monitoring & Tuning

« Dimension Mgmt

+ Standards

« Classification
+ Administration
+ Authentication
+ Auditing

© ©® N o gk wDdRE

- Specification - Analysis
- Analysis ) « Data Modeling ;
- Measurement Architecture - Database Design Pengembangan Basisdata
« Improvement Management - Implementation
Data

Manajemen Arsitektur Data
Manajemen Operasional Basisdata

- i + Acquisition :

s B overy Manajemen Metadata

. Governance Database . Tunin .

ooy uanat - Srategy Operations - Retention Manajemen Keamanan Data

Manajemen Data Master/Referensi
Manejemen Data Warehouse & Business Intelligence
Manajemen Dokumen dan Konten

Manajemen Kualitas Data

W U4 ¥ 4 9 4% A A A A A Y AN A % AYYY



Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah e W

Forum Identifikasi Data
Tingkat Daerah

Forum Penyepakatan
Daftar Data Tingkat Daerah

Forum Tindak Lanjut Daftar
Data Tingkat Daerah

INDONESIA

TR e Walidata Walidata Pendukung Produsen Data
DECTE])]
Fasilitator Forum SDI . e Mendukung kegiatan Mendukung kegiatan
Mengidentifikasi Data identifikasi data identifikasi data

tingkat Daerah

KoordD. AL Walidata Walidata Pendukung Produsen Data
aerah
Menyepakati Daftar Mendukung kegiatan Mendukung kegiatan Mendukung kegiatan
Data yang telah disertai Forum SDI tingkat Forum SDI tingkat Forum SDI tingkat
jadwal pemutakhiran Daerah Daerah Daerah

e Walidata Walidata Pendukung Produsen Data
DELTE]
Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi Mendukung kegiatan
terhadap hasil Forum ke teknis pengumpulan teknis pengumpulan teknis pengumpulan
tingkat Kab/Kota data data data

21



Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

|[FZ¢==  Kementerian PPN/

Kabupaten/Kota dengan Provinsi 1" Bappenas ‘

FORUM SDI PROVINSI

WALIDATA PROVINSI

e
a
|

PRODUSEN DI PROVINSI

Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia
Tingkat Provinsi dapat melibatkan
Walidata Daerah Kabupaten/Kota. Dalam
rangka upaya penguatan lembaga secara
garis koordinasi vertikal antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam Implementasi
Kebijakan Satu Data Indonesia.

-

~

FORUM SDI KAB/KOTA WALIDATA PROVINSI 6
- L

FORUM SDI KAB/KOTA WALIDATA KAB/KOTA ‘-h

)

Koordinasi horizontal antara Koordinator
Forum SDI dan Walidata dan Produsen di
daerah diperlukan untuk mendorong
harmonisasi strategi-kebijakan dengan
pelaksanaan teknis dan pemenuhan
kebutuhan data.

Koordinasi vertikal antara Koordinator Forum
SDI dan Walidata dan Produsen diperlukan
untuk percepatan penyelenggaraan SDI di

Kab/Kota dibawahnya, dan penyelarasan
kebijakan data antara Provinsi dan Kab/Kota

22



Hasil Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Perkembangan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Barat

Satu Data Indonesia Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat

Rata-rata Kesiapan SDI 9 :
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Laporan hasil
pemantauan dan evaluasi
mandiri perkembangan
penyelenggaraan SDI di
Provinsi Jawa Barat telah
dikirim melalui Surat
Koordinator Sekretariat
SDI tingkat Pusat No.
07810/SA.01/SDI/PP.01.03
/05/2023 tanggal 9 Mei
2023 tentang
rekomendasi balikan
pemantauan dan evaluasi
mandiri penyelenggaraan
SDI Tahun 2022.
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Rapat Dewan Pengarah

Tahun 2023

Rapat Dewan Pengarah

2023

Tahun

Forum Satu Data indonesia tingkat Pusat
Ik A - 2023

SATU DATA
INDONESIA

Terima Kasih I

@data.go.id a @datagoid data.go.id +62 822-6000-7040



